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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1	Landasan Teori
2.1.1 	Teori Multiplier Fiskal
	Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Richard F. Kahn pada tahun 1931 melalui gagasannya mengenai investment multiplier, yakni bagaimana tambahan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar daripada stimulus awalnya (Kahn, 1931). Gagasan ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh John Maynard Keynes dalam buku yang berjudul The General Theory (1936), sehingga menjadi salah satu fondasi utama teori permintaan agregat.
	Teori multiplier fiskal menjelaskan bahwa setiap perubahan dalam kebijakan fiskal baik melalui peningkatan belanja pemerintah maupun perubahan pajak, akan menghasilkan perubahan pendapatan nasional yang berlipat ganda akibat efek berantai dari konsumsi masyarakat. Ketika pemerintah menambah belanja atau mengurangi beban pajak, pendapatan masyarakat akan meningkat. Sebagian dari pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali sehingga menciptakan pendapatan baru bagi pelaku ekonomi lainnya  (Keynes, 1936).


 	Proses ini terjadi berulang dalam beberapa putaran sehingga total peningkatan output menjadi lebih besar daripada nilai stimulus awal. Proses berulang inilah yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynes mengenai putaran pendapatan konsumsi yang
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terjadi secara bertahap. Besarnya multiplier ditentukan oleh marginal propensity to consume (MPC), yakni bagian dari tambahan pendapatan yang dibelanjakan oleh masyarakat. Semakin tinggi MPC, maka semakin besar efek gandaan yang dihasilkan (Mankiw, 2021).
	Secara teoritis, besarnya multiplier dirumuskan dalam bentuk persamaan = . Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi MPC, maka semakin sedikit bagian pendapatan yang ditabung atau tidak dibelanjakan, sehingga nilai penyebut dalam formula semakin kecil. Kondisi ini menyebabkan nilai multiplier menjadi lebih besar, karena setiap tambahan belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional yang lebih besar melalui rangkaian konsumsi berulang (Mankiw, 2021).
Selain itu dalam konteks perubahan pendapatan nasional, efek multiplier dijelaskan melalui persamaan , dimana k merupakan government expenditur multiplier. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kenaikan output ketika pemerintah meningkatkan belanjanya (Kahn, 1931). Namun, ketika kebijakan fiskal yang berubah adalah pajak, maka bentuk persamaannya dinyatakan sebagai ∆Y = kₜ × ∆T, dengan kₜ = −MPC/(1−MPC), yang menunjukkan bahwa kenaikan pajak akan menurunkan disposable income dan menekan aktivitas ekonomi (Blanchard & Johnson, 2023).


Dalam konteks penelitian ini, teori multiplier fiskal menjadi landasan yang tepat untuk menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan pajak berinteraksi dengan konsumsi masyarakat dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Penerimaan PPN dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya tingkat konsumsi masyarakat, kepatuhan wajib pajak, maupun kebijakan tarif pajak. Kebijakan mengenai kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran publik, sehingga menghasilkan multiplier positif melalui peningkatan investasi infrastruktur dan stimulus ekonomi (Batini, Eyraud, & Weber, 2020). Namun, besarnya efek ini sangat bergantung pada respon masyarakat. Apabila kenaikan pajak menekan daya beli dan konsumsi rumah tangga, maka nilai multiplier berkurang karena kebocoran ekonomi seperti tabungan atau impor yang tinggi (Krugman & Wells, 2021). 
Temuan dalam berbagai studi empiris menyoroti bahwa besaran multiplier fiskal pada negara berkembang seperti Indonesia berada dalam kisaran antara 0,5 hingga 2,0 tergantung pada kondisi ekonomi. Rentang ini mengindikasikan bahwa efektivitas stimulus fiskal pada level regional, termasuk di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah dan dinamika permintaan domestik. Besaran multiplier ini bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, efektivitas belanja publik, tekanan inflasi, serta kebijakan pajak yang memengaruhi pendapatan disposabel masyarakat. Ketika belanja publik berjalan efektif dan beban pajak tidak menekan daya beli, stimulus fiskal cenderung memberikan dampak yang lebih kuat, sedangkan kebocoran seperti impor dapat melemahkannya (Batini, Eyraud, & Weber, 2020).
Oleh karena itu, melalui mekanisme multiplier, perubahan pada komponen-komponen fiskal dan konsumsi tersebut akan memberikan efek berantai terhadap pendapatan dan output regional. Dengan demikian, teori multiplier fiskal ini menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penerimaan PPN, penerimaan PPh Pasal 21, maupun tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 
2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap nilai tambah yang timbul dari barang atau jasa dalam proses produksi maupun distribusi. PPN disebut sebagai pajak proporsional karena tarifnya bersifat tetap, sehingga jumlah pajak yang dibayar akan meningkat sebanding dengan nilai transaksi barang maupun jasa yang dikonsumsi (Mardiasmo, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pemungutan PPN dilakukan pada setiap tahapan dalam rantai produksi dan distribusi, tetapi secara keseluruhan beban pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir.
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga seluruh penerimaannya tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, penerimaan PPN tersebut juga disalurkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme transfer fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan pajak pusat dialokasikan kepada daerah dalam bentuk Dana Transfer ke Daerah (TKD), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi di daerah (Simanjuntak, 2025).
	Dalam rangka mendukung upaya reformasi, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Kenaikan tarif ini mulai berlaku sejak 1 April 2022. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kebijakan ini ditempuh sebagai langkah strategis memperkuat pendapatan negara dan menjamin keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
.
Namun di sisi lain, peningkatan tarif PPN berpotensi melemahkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa ikut meningkat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak penyesuaian harga akibat pajak konsumsi ini pada akhirnya dapat mengurangi aktivitas konsumsi secara agregat, sebagaimana dijelaskan dalam literatur ekonomi bahwa pajak atas konsumsi dapat menimbulkan distorsi harga yang menurunkan jumlah barang dan jasa yang dibeli konsumen. Penurunan ini menunjukkan adanya beban berlebih pajak (excess burden) atau kerugian bobot mati (deadweight loss), yaitu hilangnya efisiensi ekonomi akibat berkurangnya transaksi pasar setelah pengenaan PPN (Gruber, 2020).
Teori multiplier fiskal yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menjelaskan bagaimana PPN dapat dianalisis melalui mekanisme pengganda pajak (tax multiplier), di mana dampaknya terhadap output (Y) dirumuskan dalam persamaan ∆Y = kₜ × ∆T. Sesuai dengan pernyataan Mankiw (2021), penurunan pendapatan disposabel akibat PPN yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan pengeluaran konsumsi yang kemudian memicu efek berantai pada pendapatan pelaku usaha, tingkat produksi, peluang kerja, serta pada akhirnya memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah. 
Dengan demikian, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tetapi juga bisa memicu efek domino negatif pada ekonomi. Hal ini disebabkan adanya penurunan daya beli dan permintaan agregat melalui mekanisme pengganda pajak (tax multiplier) yang bernilai negatif (Mankiw, 2021). Dalam konteks penelitian ini, penerimaan PPN diposisikan sebagai variabel utama yang mencerminkan dampak perubahan tarif tersebut. Oleh karena itu, landasan teori ini menjadi pijakan penting untuk menganalisis bagaimana penerimaan PPN berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional, khususnya daerah Jawa Tengah periode 2015 sampai 2024.
2.1.3 	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan pribadi seperti gaji, upah, honorarium, atau segala bentuk imbalan lain yang diperoleh pekerja domestik (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), PPh Pasal 21 berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara karena sangat erat kaitannya dengan penghasilan dan kesejahteraan para pekerja.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 termasuk dalam jenis pajak pusat karena pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, sebagian penerimaan dari pajak tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme transfer fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa penerimaan pajak pusat dialokasikan kepada daerah dalam bentuk dana transfer, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerataan ekonomi di daerah. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk PPh Pasal 21 dialokasikan sebesar 20 persen untuk daerah. Setelah itu, DBH tersebut didistribusikan kepada tiga pihak, yakni provinsi sebesar 7,5 persen; kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9 persen; serta kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sebesar 3,6 persen (Simanjuntak, 2025).
	Periode 2015 hingga 2024 menjadi periode penting bagi PPh pasal 21 karena terjadi reformasi besar-besaran, terutama setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 2015, melalui PMK No. 122/PMK.010/2015, pemerintah meningkatkan besaran PTKP menjadi Rp 36.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp 3.000.000 untuk setiap tanggungan. Selanjutnya, berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP kembali disesuaikan menjadi Rp 54.000.000 dengan tambahan sebesar Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungan, dan besaran ini berlaku hingga tahun 2024. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kembali daya beli masyarakat akibat inflasi dan meningkatkan pemerataan beban pajak (Asmarani, 2021).
Kebijakan lainnya adalah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tahun pajak 2022. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan adanya penyesuaian pada lapisan tarif untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang bertujuan menciptakan rasa keadilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pemerintah memperluas batas PKP untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan tarif terendah 5 persen dari yang sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta per tahun. Sebaliknya, menambah satu lapisan tarif tertinggi, yaitu 35 persen yang berlaku untuk PKP di atas Rp 5 miliar dalam setahun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). 
	Selain perubahan tarif, skema perhitungan ikut disempurnakan. Mulai 1 Januari 2024, diberlakukan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang terdiri atas dua kategori, yaitu TER Harian dan TER Bulanan. Meskipun TER tidak mengubah jumlah total pajak yang terutang setahun, skema ini mengubah cara perusahaan memotong PPh 21 setiap bulan. Pemotongan bulanan dihitung lebih sederhana, namun berpotensi memengaruhi jumlah pendapatan bersih (take-home pay) bulanan karyawan. Perubahan pada take-home pay inilah yang akhirnya menimbulkan dampak langsung terhadap pendapatan disposabel dan pola konsumsi masyarakat sepanjang tahun tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). 
	Teori multiplier fiskal berangkat dari gagasan Keynes bahwa perubahan pada komponen pengeluaran atau pendapatan masyarakat akan menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi secara kesuluruhan. Dalam konteks PPh Pasal 21, perubahan penerimaan pajak ini memiliki kaitan langsung dengan besarnya pendapatan disposabel yang dimiliki rumah tangga. Ketika beban atau potongan PPh Pasal 21 yang ditanggung wajib pajak meningkat, pendapatan bersih (take-home pay) yang dapat digunakan untuk konsumsi akan menurun. Penurunan konsumsi ini kemudian mengurangi permintaan agregat, sehingga efek multiplier yang terjadi cenderung negatif karena penurunan belanja awal akan memicu penurunan lanjutan pada output dan pendapatan di sektor lain (Mankiw, 2021). 
	Dengan demikian, penyesuaian terhadap besaran PTKP, lapisan tarif progresif pada PKP, maupun penyederhanaan mekanisme pemotongan dapat memperbesar ruang konsumsi masyarakat. Kondisi ini akan memperkuat permintaan agregat dan menghasilkan multiplier positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Hal tersebut sejalan dengan laporan OECD (2023) yang menegaskan bahwa perubahan struktur pajak penghasilan berdampak signifikan terhadap daya beli dan pola konsumsi. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 berperan sebagai instrumen fiskal yang memengaruhi arah dan kekuatan efek pengganda dalam perekonomian Jawa Tengah.
2.1.4	Tingkat Konsumsi Masyarakat
	Tingkat konsumsi masyarakat pada dasarnya adalah jantung dari ekonomi makro, yang mewakili total belanja rumah tangga untuk barang dan jasa. Sebagai komponen terbesar baik dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi seringkali menjadi motor utama yang menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2021). Konsumsi masyarakat merupakan bagian inti dari permintaan agregat yang keberadaannya menentukan stabilitas maupun dinamika perekonomian secara keseluruhan, karena perubahan pada pola konsumsi akan langsung memengaruhi output, pendapatan, dan keseimbangan pasar (Case, Fair, & Oster, 2022). 
Menurut pandangan John Maynard Keynes (1936), besaran konsumsi sangat bergantung pada disposable income, yakni pendapatan yang tersisa setelah masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat konsumsi tinggi menandakan daya beli masayarakat yang kuat, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan konsumsi akan menekan permintaan agregat yang pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2021). Proses ini sesuai dengan teori multiplier fiskal yang menegaskan bahwa perubahan pada komponen permintaan, termasuk konsumsi rumah tangga dapat menimbulkan efek berantai terhadap output dan pendapatan nasional. Hal ini sesuai dengan temuan Blanchard dan Johnson (2023) yang menegaskan bahwa konsumsi memiliki peranan dominan dalam transmisi kebijakan fiskal, terutama karena besarnya marginal propensity to consume (MPC) yang menentukan kekuatan multiplier.
Marginal propensity to consume (MPC) menggambarkan besarnya porsi pendapatan tambahan yang dibelanjakan masyarakat dan menjadi faktor utama dalam menentukan kuat-lemahnya multiplier fiskal (Mankiw, 2021). Nilai MPC yang tinggi menunjukkan bahwa tambahan pendapatan lebih cepat mengalir kembali ke perekonomian melalui konsumsi, sehingga memperbesar dampak berantai terhadap output dan pendapatan. Sebaliknya, nilai MPC yang rendah akan memperlemah efek pengganda karena sebagian besar pendapatan tambahan cenderung disimpan (Blanchard & Johnson, 2023).
	Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Selama periode 2015 sampai 2024, kontribusi konsumsi rumah tangga rata-rata mencapai lebih dari 60 persen per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Dengan demikian, setiap perubahan kebijakan yang memengaruhi pendapatan masyarakat, seperti penyesuaian tarif PPN maupun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 berdampak langsung pada aktivitas konsumsi dan dinamika pertumbuhan ekonomi regional (Mankiw, 2021).
2.1.5	Pertumbuhan Ekonomi
	Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran sejauh mana suatu negara atau daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Proses ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi yang pada akhirnya berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Wau, Wati, & Fau, 2022). Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional, melainkan sebagai proses jangka panjang yang mencerminkan kemajuan struktural dan peningkatan produktivitas masyarakat (Todaro & Smith, 2020).
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu, umumnya dihitung dalam satu tahun. PDRB dibagi atas dua kelompok yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan juga atas dasar harga konstan (ADHK) untuk membedakan dampak inflasi dalam perekonomian. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung melalui harga pada tahun dasar tertentu. Selain itu, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga macam pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, maupun pendapatan (Wikipedia, 2022).
	Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal, konsumsi masyarakat, investasi, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli dan investasi, sementara konsumsi rumah tangga berperan dalam mendorong permintaan agregat. Ketika konsumsi masyarakat dan investasi meningkat, produksi barang dan jasa juga akan bertambah sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2021).
	Menurut teori multiplier fiskal oleh John Maynard Keynes, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar stimulus fiskal dapat memicu peningkatan pendapatan, konsumsi, dan produksi. Kebijakan belanja pemerintah atau perubahan pada tarif dan insentif perpajakan akan menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi. Ketika rumah tangga dan pelaku usaha merespon stimulus fiskal dengan meningkatkan konsumsi atau investasi, maka kenaikan permintaan agregat akan mendorong peningkatan output dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Krugman & Wells, 2021). 
	Pengaruh multiplier fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada kondisi struktural, seperti tingkat kepercayaan konsumen, kapasitas produksi, serta marginal propensity to consume (MPC) masyarakat. Hasil temuan IMF (Batini et al., 2024) menunjukkan bahwa multiplier cenderung lebih besar ketika konsumsi rumah tangga kuat, pasar tenaga kerja stabil, dan perekonomian berada dalam kondisi lemah, karena stimulus fiskal lebih cepat direspon oleh sektor riil. Sebaliknya, ketika MPC rendah atau tekanan inflasi meningkat, dampak multiplier menurun sehingga stimulus fiskal tidak sepenuhnya tersalurkan menjadi peningkatan output. 
	Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sektor produktif beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan penerimaan PPN, PPh Pasal 21, maupun tingkat konsumsi masyarakat dapat menimbulkan efek berantai melalui mekanisme multiplier (Raharja, 2024). Dengan demikian, penting untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dalam periode 2015 sampai 2024.
2.2 	Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan tinjauan sistematis terhadap temuan penelitian terkait dan telah dipublikasikan sebelumnya, yang menguji hubungan antarvariabel sejenis dengan yang diteliti. Tinjauan ini penting untuk membantu memetakan celah penelitian, sehingga bisa memposisikan kontribusi orisinal penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2021). 
Berikut beberapa hasil temuan terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul
	Variabel
	Hasil Penelitian

	1
	Nadila Natasya dan Muhammad Nasir (2022)
	Does the Tax Structure Play a Role in Economic Growth? Empirical Evidence from Indonesia
	 Variabel Independen: Pajak Penghasilan, PPN, Bea Cukai
Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (GDP)
	PPh dan Bea Cukai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

	2
	Rio Johan Putra, Shiva Dewanti Nabila (2022)
	Pengaruh PPN (VAT) dan Payroll Tax (PPh 21) terhadap Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat, Gross Domestic Product, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
	Variabel Independen: PPN, PPh Pasal 21
Variabel Dependen: Tingkat konsumsi masyarakat, PDB, Pertumbuhan Ekonomi
	PPN dan PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, tetapi tidak berpengaruh terhadap Gross Domestic Product dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

	3
	Halil Haqizul Putra (2022)
	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan Net Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat
	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, Net-Ekspor
Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
	Secara parsial, konsumsi rumah tangga dan net-ekspor berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

	4
	Diah Ayu Permata dkk. (2024)
	Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
	Variabel Independen: Kebijakan Fiskal, Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
	Secara simultan, kebijakan fiskal dan pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

	5
	Aprilia Hutagaol dkk. (2024)
	Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2010-2023
	Variabel Independen: Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah   Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
	Konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

	6
	Ulfa Nur Halimah dkk. (2024)
	Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
	Variabel Independen: Pengeluaran Konsumsi Masyarakat, Pengeluaran Pemerintah   Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
	Pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.
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	Zihad Anaku Lanang, Lia Ekowati (2024)
	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia
	Variabel Independen: Perubahan Tarif PPh Perseorangan dan Tarif PPN  
Variabel Dependen: Produk Domestik Bruto (PDB)
	Secara parsial, Tarif PPh dan PPN berpengaruh signifikan positif terhadap Produk Domestik Bruto.



	Merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kebijakan pajak dan konsumsi masyarakat memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2022), Hutagaol et al. (2024), serta Halimah et al. (2024), menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan ekonomi Keynesian yang menggarisbawahi pentingnya permintaan agregat dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, di mana teori multiplier fiskal menyatakan bahwa perubahan pada kebijakan fiskal dapat memicu peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya memperluas kegiatan konsumsi maupun produksi di suatu daerah (Mankiw, 2021).
	Namun, hasil penelitian terkait pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Natasya dan Nasir (2022) membuktikan bahwa pajak penghasilan dan bea cukai memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Putra dan Nabila (2022) menemukan bahwa PPN dan PPh Pasal 21 memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, tetapi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lanang dan Ekowati (2024) menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan kenaikan tarif pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 
Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya research gap yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada tingkat nasional dan belum banyak meninjau kondisi di tingkat daerah. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya kajian yang lebih spesifik dan kontekstual pada level regional, agar dinamika daerah dapat dipahami secara lebih akurat dan relevan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah (Todaro & Smith, 2020). 
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena mengambil fokus di Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan PPN, penerimaan PPh Pasal 21, bersama dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2015 sampai 2024. Melalui pendekatan yang lebih terarah pada kondisi regional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih relevan bagi perumusan kebijakan fiskal di tingkat daerah (Todaro & Smith, 2020).
2.3	Kerangka Pemikiran
	Kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel dalam penelitian dan kemungkinan dampaknya (Omodero, 2022). Penelitian ini memiliki tiga variabel bebas (independen) yang menjadi fokus utama, yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), dan tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. 
Gambaran mengenai hubungan antarvariabel dan kemungkinan dampaknya disajikan dalam gambar sebagai berikut.
		Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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2.4 	Hipotesis
2.4.1	Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang sangat terikat dengan kegiatan konsumsi masyarakat (Mardiasmo, 2022). Kegiatan konsumsi termasuk sebagai salah satu komponen utama pembentukan permintaan agregat dalam perekonomian. Dalam teori multiplier fiskal, penerimaan PPN yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa ikut meningkat. Peningkatan harga ini secara langsung dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli tersebut berpotensi menekan permintaan agregat dan tingkat konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, penurunan konsumsi tersebut dapat melemahkan efek multiplier fiskal dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2021). 
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) didasarkan pada berbagai faktor. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, faktor pendorong utamanya adalah kebutuhan guna memperkokoh struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama saat negara menghadapi defisit anggaran atau perlu membiayai proyek strategis berskala besar. Kedua, kebijakan ini bertujuan mengejar rasio pajak (tax ratio) agar setara dengan standar regional atau internasional, demi mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Ketiga, faktor keadilan dan kesetaraan ikut berperan, menyesuaikan tarif yang berlaku dengan perkembangan ekonomi global dan domestik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).
Dengan demikian, kenaikan tarif PPN adalah langkah strategis yang ditujukan untuk mengatasi tantangan struktural pembiayaan negara. Perspektif ini didukung dengan temuan empiris Natasya dan Nasir (2022) bahwa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lanang dan Ekowati (2024) yang menunjukkan bahwa PPN berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. 
Kebijakan PPN juga memiliki implikasi ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi, PPN berperan penting dalam meningkatkan sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan kegiatan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa yang pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan temuan Putra dan Nabila (2022) yang menyatakan bahwa PPN dapat memengaruhi konsumsi masyarakat, namun tidak terdapat pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
H₁	: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
2.4.2 	Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pertumbuhan Ekonomi
	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Secara makroekonomi, penerimaan PPh Pasal 21 sering berfungsi sebagai indikator kesehatan pasar tenaga kerja di suatu daerah (Mankiw, 2021). Peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 di Jawa Tengah dapat diinterpretasikan sebagai indikasi peningkatan jumlah tenaga kerja formal atau kenaikan rara-rata upah pekerja (OECD, 2022).
Dalam teori multiplier fiskal, kenaikan pendapatan pekerja ini akan meningkatkan daya beli dan mendorong pengeluaran konsumtif yang lebih besar. Ketika penerimaan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan, maka akan memperkuat permintaan agregat serta mendorong aktivitas produksi. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 diasumsikan akan memicu stimulus ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi (Batini, Eyraud, & Weber, 2020). Pandangan ini didukung oleh temuan empiris Lanang dan Ekowati (2024) yang menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh WPOP berpengaruh signifikan positif terhadap Produk Domestik Bruto.
	Meskipun PPh Pasal 21 merupakan potongan atas pendapatan bersih (take-home pay), dampaknya terhadap konsumsi tidak seberat PPN karena pajak ini didasarkan pada prinsip keadilan dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tujuan utama pemerintah dalam menyesuaikan tarif PPh Pasal 21 adalah untuk mengoptimalkan basis pajak dan memperkuat kas negara demi membiayai belanja pemerintah yang produktif. Hal ini selaras dengan temuan Permata et al. (2024) menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang didukung oleh penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mengelola pemerintah.
Namun demikian, berdasarkan teori multiplier fiskal, kebijakan PPh Pasal 21 juga dapat menurunkan pendapatan disposabel masyarakat, sehingga berpotensi menekan konsumsi dan daya beli masyarakat. Gagasan ini didukung dengan temuan Natasya dan Nasir (2022) bahwa pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengenaan pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan bersih yang diterima karyawan. Selain itu, beban pajak yang meningkat dapat memengaruhi motivasi tenaga kerja, baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan tenaga kerja dan penyerapan karyawan baru.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
H₂	:  Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
2.4.3 	Pengaruh Tingkat Konsumsi Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
	Tingkat Konsumsi Masyarakat merupakan komponen paling dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam teori multiplier fiskal, konsumsi masyarakat yang disebut juga dengan konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak utama permintaan agregat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi yang secara langsung memicu investasi dan meningkatkan total output perekonomian. Oleh karena itu, besarnya pengeluaran konsumsi berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonomi (Batini, Eyraud, & Weber, 2020).
	Temuan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2022) di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara konsisten menggarisbawahi peran konsumsi rumah tangga sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan di tingkat provinsi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Hutagol et al. (2024) di Banten yang menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga berkontribusi pada naiknya permintaan barang dan jasa sehingga berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dalam riset Permata et al. (2024) turut menegaskan bahwa kontribusi konsumsi masyarakat sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kinerja ekonomi yang sehat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:
H₃	: Tingkat Konsumsi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
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